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ABSTRAK

Pengalihan hak atas tanah yang belum bersertipikat merupakan masalah
penting dalam hukum pertanahan, terutama terkait dengan hibah tanah.
Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa prosedur administrasi
yang benar harus dipenuhi dalam proses pengalihan hak tanah. Isu
utama dalam tesis ini adalah peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta perjanjian hak atas tanah yang
belum bersertipikat yang telah dihibahkan kepada anak, serta
bagaimana penegakan hukum terkait hal tersebut. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menganalisis peran Notaris dan PPAT dalam pembuatan
akta hibah tanah yang belum bersertipikat dan memahami penegakan
hukum terkait hibah tanah kepada anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu
dengan menganalisis doktrin dan asas hukum yang berlaku. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dan PPAT sangat penting
untuk memastikan prosedur hukum yang benar sehingga akta hibah
yang disusun sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Selain itu, tanah yang belum bersertipikat yang telah dihibahkan perlu
segera disertifikasi agar memperoleh kekuatan hukum yang sah. Tanah
yang belum bersertipikat memiliki potensi besar untuk menjadi objek
sengketa dan klaim pihak ketiga, oleh karena itu, penting untuk
melakukan sertifikasi agar hak atas tanah tersebut diakui secara resmi
dan terlindungi oleh hukum.

Kata Kunci : Hak atas tanah yang belum bersertipikat, Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)
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ABSTRACT

The transfer of rights to uncertified land is an important issue in land faw, especially related to
land grants. The Basic Agrarian Law stipulates that correct administrative procedures must be met in
the process of transferring land rights. The main issue in this thesis is the role of Notaries and Land
Deed Officials (PPAT) in making deeds of agreements for rights to uncertified land that have been
granted to children, and how the law is enforced related to this. The purpose of this study is to analyze
the role of Notaries and PPATs in making deeds of uncertified land grants and to understand the law
enforcement related to land grants to children.

The method used in this study is normative, namely by analyzing the applicable legal doctrines
and principles. The results of the study‘ indicate that the role of Notaries and PPATSs is very important to
ensure correct legal procedures so that the deed of grant that is prepared is valid and can be accounted
for before the law. In addition, uncertified land that has been granted needs to be certified immediately
in order to obtain valid legal force. Uncertified land has great potential to become the object of disputes
and claims by third parties, therefore, it is important to carry out certification so that the rights to the
land are officially recognized and protected by law.

Keywords: Rights to uncertified land, Notary/Land Deed Official (PPAT)
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu permukaan
bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Maka makna permukaan
bumi sebagai besar merupakan bagian dari tanah yang dapat dihaki
setiap orang atau badan hukum.! Hak atas tanah adalah hak atas
sebagian atau tertentu atas permukaan bumi yang berbatas,
berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk digunakan dan
dimanfaatkan.?

Berlakunya UUPA dengan melakukan pendaftaran hak atas
tanah yang dimiliki setiap orang. Pendaftaran tanah vyaitu
merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena
pendaftaran tanah ini merupakan awal dari proses lahirnya sebuah
bukti kepemilihakan hak atas tanah. ® Pendaftaran tanah
merupakan kegiatan pemerintah secara teratur dan terus menerus
yang dilakukan untuk memberikan kejelasan yang sah dibidang

pertanahan dengan diberikan bukti kepemilikan dan

! Supriadi, Hukum Agraria, (Sinar Crafika: Jakarta), Cetakan Kedua, 2008, Hlm
3

2Moch Igbal, dkk, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah
Secara Lisan”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 2, Agustus 2023, Hlm 55-56

3 Supriadi, Op.Cit, Hlm 152



pemeliharaan tanah sebagai Tanda bukti kepemilikan hak atas
tanah disebut dengan sertipikat.*

Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang hak
pengeloaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah,
sertipikat diartikan sebagai bukti formal yang sah atas hak atas tanah
yang didaftarkan. Sertipikat ini diberikan oleh negara melalui Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setelah tanah tersebut didaftarkan dalam
sistem pendaftaran tanah. sertipikat memiliki fungsi penting untuk
memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, serta
sebagai alat bukti yang sah dankuat dalam hal peralihan hak atau klaim
terhadap tanah. Serta dibuatkan akta pada Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), Dalam hal ini PPAT merupakan pejabat umum yang
dapat ditunjuk Kkhusus oleh Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pejabat umum yang
mengkonstatir suatu perjanjian dengan objek tanah kedalam suatu
akta notarial.®

Pemilik hak atas tanah harus segera mendaftarkan tanahnya
sebagai suatu upaya untuk mencegah timbulnya sengketa
dikemudian hari. Peralihan hak atas tanah dapat beralih dengan cara
pewarisan dan dengan pemindahan hak sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan aagar

4 Septiana Runingtiyas Ayu Pertiwi, Luluk Lusiati Cahyarini, “Analisis Hukum
Jual Beli Tanah  Belum  Bersertipikat (Studi  Kasus  Putusan  Nomor
75/Pdt/2016/Pt. Dps)”, Vol 16 No. 1, 2023, Hlm 37

5Supriadi, Op.Cit, Hlm. 171



mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun
pihak lain yang berkepentingandengan tanah. Dengan telahmelakukan
pendaftaran dan mendapatkan sertipikat, pemegang hak atas tanah
memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Undang-Undang Pokok
Agraria nomor 5 tahun 1960 mengatur bahwa Pemerintah mengadakan
pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang
bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah.

Proses pendaftaran hak atas tanah akan di muat dalam Sertipikat
sebagai hasil akhir, dalam sertipikat tanah tersebut berisi data fisik
keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian
bangunan atau bangunan yang ada diatasnya bila di anggap perlu dan
data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di
daftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain,serta beban-
beban yang ada di atasnya),® Pewarisan berupa hak atas tanah harus
memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku.

Adapun vyang harus diperhatikan vyaitu ketentuan tentang
pendaftaran tanah yang berkaitan dengan waris yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengeloaan,
hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, menyatakan
bahwa Dalam hal peralihan hak atas tanah akibat warisan, ahli waris
harus mendaftarkan peralihan hak tersebut di kantor pertanahan

setempat dengan menyerahkan dokumen yang relevan, seperti surat

6 Arfian Nanda Yogi Pratama, Pujiono, Irma Cahyaningtyas, 2019,
“Pertanggungjawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembatalan
Sertipikat Karena Adanya Unsur Pemalsuan”, Jurnal NOTARIUS, Vol. 12, No. 1, Hlm 148



keterangan waris dan akta kematian dari pewaris. Dalam konteks hukum
Indonesia, terdapat perbedaan pengertian antara "anak di bawah umur"
dan "anak cukup umur" yang diatur dalam beberapa perundang-
undangan yaitu sebagai Berikut:

1. Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur biasanya merujuk pada seseorang yang belum
mencapai usia 18 tahun, yang merupakan batas usia dewasa menurut

Undang-undang Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.

- Pasal l angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak
adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

2. Anak Cukup Umur
"Anak cukup umur" mengacu pada seseorang yang telah mencapai
usia 18 tahun dan dapat dianggap sebagai individu yang memiliki
kedewasaan hukum untuk membuat keputusan atau bertanggung
jawab atas tindakannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum
Indonesia yang mendefinisikan kedewasaan atau usia dewasa pada

umumnya.



- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur
bahwa seseorang dianggap cukup umur dan dapat dianggap
dewasa secara hukum pada usia 21 tahun, meskipun sejak
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, anak dianggap cukup umur pada usia 18 tahun untuk
berbagai hak dan kewajiban, seperti hak untuk menikah dan
memilih pekerjaan.

Namun, meskipun seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun
menurut Undang-undang tertentu (misalnya dalam UU Perlindungan
Anak), dalam konteks lain, seperti penikahan, seseorang bisa menikah
pada usia 19 tahun jika sudah mencapai usia tersebut.

Hibah adalah pemberian dari seseorang dengan pengalihan
hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya,
kepada orang lain. Apabila di dalamnya disyaratkan adanya
pengganti yang jelas, maka iadinamakan jual beli.? Menurut
kompilasi hukum Islam, hibah merupakan pemberian suatu
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada
orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Adapun syarat syarat hibah yaitu:

1. Syarat orang yang menghibahkan:
1) Orang vyang cakap Dbertindak hukum; baliq,

berakal dan cerdas

?Syaikh Muhammad, Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat,(Pustaka Imam Asy-
Syafi’i ; Jakarta), 2008, Hlm 105



2)
3)

4)

Pemilik apa yang dihibahkan,
Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu hal,

Tidak ada paksaan, dan

Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta

bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua)

orang saksi untuk dimiliki.®

2. Syarat harta yang dihibahkan

Benar benar ada,

Harta yang bernilai,

Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya
dimiliki, diterima peredarannya dan
kepemilikannya dapat berpindah tangan,

Tidak berhubungan dengan tempat milik
penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan
kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik
baginya, dan

Yang dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu

bukan untuk umum.

Adapun syarat penerima hibah, yaitu orang yang bertindak

sebagai penerima hibah harus benar benar sudah ada. Sehingga

bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah.

Sebagai penerima hibah Ia tidak dipersyaratkan harus sudah

8 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers)
Cetakan 1, 2014, Him 129.



dewasa atau berakal sehat.® Dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari
4 bagian pada Pasal 1666-1693. Bagian-bagian tersebut yaitu:

1) Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum
yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan,
penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup,barang
penghibahan, sahnya penghibahan dan syarat-syarat

penghibah,

2)Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk
memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang
orang-orang yang berhak memberikan dan menerima
hibah,

3) Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu
yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada Notaris,
hibah kepada wanita dan kepada anak-anak dibawah
umur, dan

4) Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan
pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat
pencabutan dan pembatalan suatu hibah.!°

Dampak vyang timbul akibat pembatalan hibah adalah

munculnya potensi perselisihan hukum antara pemberi hibah dan

9 Ibid, Him 130

10 Susino, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum
Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata“, Jurmal Independent, Vol.5 Nol, 2017, Hlm 20



penerima hibah. Penerima hibah mungkin memiliki pandangan
berbeda terkait pembatalan ini dan dapat memperjuangkan
haknya melalui proses hukum di pengadilan. Hal ini berpotensi
menghasilkan proses hukum yang rumit, memakan waktu, dan
berbiaya tinggi. Tidak hanya itu, ada juga risiko kehilangan aset
yang harus diperhatikan. Setelah hibah dibatalkan dan aset
dikembalikan kepada pemberi hibah, penerima hibah berisiko
kehilangan hak kepemilikan dan manfaat atas aset tersebut.!!

Dengan ini kedudukan hak atas tanah yang telah dihibahkan
menjadi pertanyaan besar apakah dengen mengunakan alas hak
yang di tetapkan pejabat setempat akan kuat dimata hukum, atau
akan menjadi timbulnya masalah di suatu hari apabila tanah
tersebut belum juga didaftarkan dan belum besertipikat. Dengan
mengetahui hal tersebut maka Notaris dan PPAT juga berperan
penting dalam pembuatan akta.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara
untuk membuat akta otentik, yaitu akta yang memiliki kekuatan hukum
yang sah dan dapat dijadikanbukti yang kuat di pengadilan.Notarisjuga
bertugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,
terutama dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan perjanjian,
warisan, hibah, dan dokumen lainnya yang memerlukan pengesahan

hukum. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-

11 Zulkarnain, dkk, “Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata
Indonesia dalam Teori Perikatan” Indonesian Journal of Humanities and Social
Sciences, Vol 4 Issue 2 Juli 2023, Hlm 271



Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur
tentang kewenangan dan tugas seorang Notaris.
Tugas danWewenang:
1) Membuat akta otentik atas permintaan pihak yang bersangkutan,
seperti perjanjianjual beli, hibah, warisan, dan lain-lain.
2) Memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait dengan
perjanjian yang akan dibuat.
3) Menyimpan dan mencatat akta yang dibuat dalam buku protokol.
4) Membantu pembuatan dokumen untuk transaksi hukum yang sah.
5) Berperan dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan
berbagai jenis perjanjian, tidak hanya terbatas pada tanah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peranan
Notaris dalam pengalihan hak atas tanah melalui hibah sangat penting.
Notaris berfungsi untuk menyusun akta hibah yang sah dan otentik,
memberikan nasihat hukum kepada para pihak, serta memastikanbahwa
transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah hibah dilakukan, Notaris juga berperan dalam membantu proses
sertifikasi tanah untuk memastikan bahwa hak atas tanah tersebut
tercatat secara sah di BadanPertanahan Nasional (BPN).
Notarisdiberikan kewenangan berdasarkan undang-undang, bahwa
Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian/diamanatkan
khusus pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk

melayani kepentingan umum, utamanya tugas Notaris adalah mengatur
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secara tertulis, otentik dan berkekuatan hukum antara para pihak yang
melakukannya secara mufakat untuk meminta jasa Notaris. Sehingga
tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan
mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik,
seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan
sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.
berbeda halnya dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang diberi
wewenang untuk membuat akta otentik terkait dengan peralihanhakatas
tanah atau benda yang terdaftar, seperti jual beli, hibah, warisan, atau
perjanjian lainnya yang berkaitan dengan tanah. PPAT bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa peralihan hak atas tanah dilakukan
sesuai dengan hukum dan tercatat dalam sistem pendaftaran tanah.

Tugas dan Wewenang:

1) PPAT memiliki kewenangan khusus terkait dengan pembuatan
akta peralihan hak atas tanah dan memastikan bahwa peralihan
hak tersebut tercatat secara resmi oleh BPN.

2) Membuat akta otentik yang berkaitan dengan peralihan hak atas
tanah, seperti jual beli, hibah, warisan, danlainnya.

3) Mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan pengakuan sah.

4) Memberikan pengesahan atas dokumen transaksi yang berkaitan
dengan tanah, serta memastikan transaksi tersebut sah sesuai

dengan ketentuan hukum.
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Dasar Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria (UUPA).

2) Peraturan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran Tanah.

3) PeraturanKepala BPN No. 8 Tahun 2012 tentang PPAT.

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat PPAT mempunyai
kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam kehidupan
berbangsa dan bernegara karena pejabat ini diberi kewenangan oleh
negara, untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah di negara
Republik Indonesia.!? PPAT merupakan Pejabat Umum yang memiliki
kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah dan/atau
akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, dimana bentuk
aktanya telah ditetapkan, serta akta tersebut berfungsi sebagai bukt
telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai tanah
yang letaknya dalam daerahkerja PPAT masing-masing. '3 Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998
mengenai Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjelaskan
bahwa tugas utama PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan

pendaftaran tanah. Untuk menjalankan proses pendaftaran tersebut,

12 H. Salim, HS., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raja
Crafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 85.
13 [bid, hlm 86.
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PPAT diwajibkan untuk membuat akta yang menjadi bukti pelaksanaan
suatu perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah dan/atau Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun, sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam definisi PPAT pada Pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 mengenai Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PP RI Nomor 24
Tahun 2016.

Keduanya adalah pejabat yang berperan penting dalam memastikan
legalitas transaksi hukum di Indonesia, dengan tugas dan wewenang
yang berbeda sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Banyaknya
sengketa yang terjadi akibat belum didaftarkannya hak atas
kepemilikan tanah, dengan adanya hal ini bisa menyebabkan
terjadinya permasalahan antar keluarga, Maka dalam hal ini
peralihan hak atas tanah melalui proses hibah ini harus mendapatkan
kepastian hukum, maka dalam pembuatannya harus memenuhi
syarat-syarat suatu akta agar dapat disebut sebagai akta autentik.!*

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas untuk menjawab
persoalan hukum tersebut perlunya penelitian hukum dengan
judul penelitian: KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
TANAH BELUM BERSERTIPIKAT YANG TELAH DIHIBAHKAN

KEPADA ANAK.

14 Gansar Prasetyo, “Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem
Hukum Pertanahan di Indonesia”, Vol. 3 No 1, Mei 2023, HIm 44
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B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan
yang diangkat oleh penulis berdasarkan latar belakang tersebut
di atas,sebagai berikut:
1. Bagaimana Peran Notaris & PPAT dalam Pembuatan Akta Perjanjian
Hak Atas Tanah Belum Bersertipikat?
2. Bagaimana penegakan hukum Hak Atas Tanah Belum Bersertipikat
yang telah dihibahkan kepada anak?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari
permasalahan tersebut di atas, sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Peran
Notaris & PPAT dalam Pembuatan Akta PerjanjianHak Atas Tanah
Belum Bersertipikat.
2) Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum Hak Atas
Tanah Belum Bersertipikat yang telah dihibahkan kepada anak.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan
yang akan disumbangkan dari penelitian. Bertujuan agar
kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis yang
dialokasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum,

sedangkan manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan
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praktik hukum (penyususnan kebijakan, penegakan hukum
dan sebagainya.
a. Manfaat Teoritis

1) Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran
dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya
Bidang Kenotariatan.

2) Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi
kepentingan yang sifatnya akademis.

3) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dan
tanggung jawab Notaris dalam perlindungan hukum
terkait perjanjian hibah atas tanah tersebut.

b. Manfaat Praktis
Hasil dari suatu penelitian ini semoga menjadi
bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi terkait
dalam menegakan hukum, penelitianini juga bermanfaat
bagi para Notaris sehingga dapat memberikan
penyuluhan hukum kepada para pihak yang hendak
membuat sertipikat tanah, Akta hibah serta akta

pergoperan hak.

Kerangka Teori

Suatu penelitian pada dasarnya di dalam ilmu hukum dapat
diuraikan menjadi 3 (tiga) teori vyaitu Grand Theory, Middle

Range Theory, dan Applied Theory. Adapun teori-teori yang
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digunakan untuk menjawab pada permasalahan hukum yang ada
sesual dengan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:
1. Grand Theory

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Kepastian Hukum vyaitu
menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dalam
pergaulan manusia di dalam hubungan bermasyarakat untuk
mencapai ketertiban harus dilandaskan dengan adanya kepastian,
karena manusia tidak mungkin dapat mengembangkan bakat dan
kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa
adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara
hukum, demikian ketentuan menurut Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang
mengandung artian yang bermakna bahwa dalam penegakan
hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu :
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dengan adanya kepastian hukum, bahwa masyarakat akan
mengetahui kejelasan pada hak dan kewajiban menurut hukum.
Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa
yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau
salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum
ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam
suatu Undang-undang akan jelas pula dalam penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya,
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subjeknya, dan objeknya serta ancaman hukumannya.!5 Dengan
teori kepastian hukum ini dapat digunakan untuk menjawab
rumusan masalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris
yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam
kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang belum bersertipikat
namun telah dihibahkan kepada anak.
2. Middle Range Theory
Dalam penelitian tesis ini Middle Range Theory yang
digunakan:
a Teori Kewenangan
Sebagaimana kewenangan berkaitan dengan
kekuasaan. Akan tetapi pada penelitian ini akan membahas
mengenai kewenangan Notarisdalam menjalankan
jabatannya terutama dalam membuat akta. Pengertian
kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan
sama dengan wewenang, Yyaitu hak dan kekuasaan wuntuk
melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan
wewenang  (authority) sebagai hak atau kekuasaan
memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi
tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan
yang diinginkan.

Notaris mendapatkan kewenangan berdasarkan

18 Munir Fuady,” Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”, (Jakarta
:Kencana), 2003, Hlm 41
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peraturan yang berlaku. Hal ini disebut sebgai kewenangan
atribusi. Kewenangan atribusi biasa dilakukan untuk
melengkapi organ pemerintahan yaitu dengan kewenangan
para pembuat kebijakan melalui atribusi. Bahwa pemerintah
memberikan organ kekuasaan dan kewenangannya pada
organ yang sudah ada atau organ yang akan dibentuk
kemudian. Kewenangan atribusi dapat dilakukan
berdasarkan pembentukan Undang-undang dalam hal ini
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.
b. Teori Penegakan Hukum

Teori yang basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka
hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial
mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan.
Kekuatansosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan sesuai dengan
keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari
kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan
bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabilakekuatannya
berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan.
Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Penegakan
hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.



18

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan
banyak hal. 6
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalahkegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam
kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir
untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah
berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya
patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu
perkara Dberarti memutuskan hukum in concreto dalam
mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan
menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum
formal.!?
Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: '8
1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua
subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankanaturannormative ataumelakukansesuatuatautidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkandiri pada norma aturan
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan

aturan hukum.

16 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty Hlm 32
17bid him 33
18 Ibid hlm 34
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Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-

nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal

maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut

penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide

dan konsep- konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal.!®
3. Applied Theory

Pada penelitian ini Applied Theory yang digunakan Teori

Penyelesaian Sengekta merupakan teori yang mengkaji dan
menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau
pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab
terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan
untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.

Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa.

197bid him 37
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Ada 5 (lima), yaitu: (Pruitt. Dean G & Z. Rubin, 2004).

a. Contending (bertanding), vyaitu mencoba menerapkan
suatu solusiyang lebih disukai oleh salah satu pihak atas
pihak yang lainnya.

b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri
danbersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya
diinginkan.

c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari
alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan
situasisengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Penyelesaian permasalah tanah dapat dilakukan melalui jalur litigasi

atau non-litigasi:

1. Litigasi
Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi dilakukan di
pengadilan. Litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif
penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Dalam
proses litigasi, para pihak saling berlawanan satu sama lain.

2. Non-litigasi
Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi dilakukan
di luar pengadilan, juga dikenal dengan Penyelesaian Sengketa

Alternatif. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan
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melalui proses mediasi, negoisasi, arbitrase, atau Alternative
Dispute Resolution (ADR).

Penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki berbagai keuntungan,
seperti: Penyelesaian yang bersifat informal, menyelesaikan sengketa
adalah pihak sendiri, Jangka waktu penyelesain yang singkat, biaya
ringan, Aturan pembuktian tidak perlu.

Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori
Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah
percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah
perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak
tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang
sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G.
Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi
mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of
Interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak- pihak
yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan
kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.
Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan
atau kebutuhan masing-masing pihak. Sengketa merupakan
bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan
keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang
selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun

kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu
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perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut
perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang
berlawanan.
E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual penting dirumuskan dalam penulisan
penelitian ini agar tidak ada kesalah pahaman dalam mengartikan
maksud penulisan ini. Konseptual ini merupakan alat yang
dipakai oleh hukum disamping yang lainnya, seperti asas dan
standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konseptual
merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam
hukum. Konseptual merupakan suatu konstruksi mental yang
dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran
penelitian untuk keperluan analisis. Oleh karena itu untuk
menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini harus
didefenisikan beberapa konsep dasar, untuk memperoleh hasil
penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan,
antara lain:

a. Notarisadalah Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk
membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian
dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam

suatu akta autentik.2°

20 Pasal 1 ayat (1) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
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b. Pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat PPAT
yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan land titles registrar,
mempunyal kedudukan dan peranan yang sangat penting
didalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pejabat ini
diberi kewenangan oleh negara, untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah di negara Republik Indonesia.?!

c. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.??

d. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si
penerima hibah yang menerima penyerahanitu.23

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan
peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas
masalah yang diajukan.?* Apabila dalam metode penelitian ini
merupakan suatu cara atau prosedur untuk memperoleh
pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian.

2l H. Salim, HS., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raja
Crafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 85

22 Pasal 2 Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

238 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata Pasal 1666

24 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti
Pemula, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hlm 112
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Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu:
1. Jenis Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat
Normatif vyaitu penelitian hukum kepustakaan dan data
wawancara.?® Dalam penelitian ini untuk menjelaskan hukum tidak
diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu
hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal
hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk
mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya
digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh
adalah langka normatif.2®
Penelitian hukum normatif yang tertulis dikaji pula dari
berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan,
struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta
penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan
suatu undang- undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa
hukum. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya
dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-
buku, peraturan perundang-undangan, teori- teori hukum, dan

pendapat para sarjana hukum terkemuka.??

28 Zainudin Ali, Mefode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 24

26 Jbid, Hlm 87

2T Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2011, Hlm 25
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Dalam penelitian ini yang mengutamakan data sekunder dan
bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha
mendeskripsikan atau menggambarkan gejala-gejala hukum
yang lengkap seperti apa adanya, dan kemudian
menganalisisnya.?8
2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan dalam
penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Normatif, maka
pendekatan yang dilakukan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Sfatute Approach)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah
semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut
dengan permasalahan (isu hukum) vyang sedang dihadapi.
Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan
bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan
sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.?®

b. Pendekatan Sosilogis.

Pendekatan sosiologis merupakanpendekatan yang bertujuan untuk

memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan

masyarakat melalui faktor yang dapat mempengaruhi pelaksaan hukum

28Beni Ahmad Saebani, Mefode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung,
2008, HIm 39

2% Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Normatif Pilihan Metode &
Praktik Penulisan Artikel ,Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, Hlm 133
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dalam masyarakat.30
c. Pendekatan Konseptual (Conceptfual Approach)

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan
dan doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan
dengan isu yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil
penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai
literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau
materi penelitian ini yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum dipilih
sebagai teknik pengumpulan data, berupa data-data dalam:

1) Bahan hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang
mengikat di Indonesia, dan terdiri dari:
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
c¢) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

30 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitin Hukum. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti Hlm 53
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Notaris (UUJN)
d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang
penelitian ini antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal,
makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan
objek penulisan ini.3!
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,
indeks kumulatif, sepanjang memuat informasi yang
relevan.3?
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam studi pustaka dimana pengumpulan bahan hukum dapat
memanfaatkan indeks-indeks hukum  (indeks perundang-
undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan
meliputi sumber primer yang terdiri dari pembuatan
perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan.’® Sumber sekunder, meliputi

31 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Hlm 32

32 bid

33 Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, 2019, Mefode Penelitian
Hukum, Universitas Terbuka, Banten, 2019, Hlm. 19
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buku- buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum
sumber tersier terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia,
indeks kumulatif, data wawancara dan sebagainya.3*

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memeperoleh bahan-bahan hukum dari hasil
penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang
dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum
sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana
dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernar Arief Sidharta,
yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematiskan
bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengantiga tataran, yaitu:®s

a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan

peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk
membangun landasan ligetimasi dalam menafsirkan
peraturan hukum dengan menerapkan metode logika

sehingga tertata dalam suatu hukum yang koheren;

b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematiskan peraturan hukum
berdasarkan susbtansi hukum dengan cara memikirkan
menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam

perspektif teleologis sehingga sistmenya menjadi lebih jelas

34 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cif, Him. 101
35 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2007, Him
23
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dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis
sebagai patokan sistematisasi;

c. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum
dalam rangka mengintergritaskan dalam tatanan dan
pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir
ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian
baru, dengan menerapkan metode interdipliner atau
transdisipliner.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian pada hakikatnya tergantung pada

jenis bahan penelitiannya, untuk penelitian hukum normatif yang
mana hanya menggunakan bahan penelitian sekunder, maka
untuk menganalisis bahan hukum yang didapat tidak bisa lepas
dari berbagai penafsiran yang telah terlebih dahulu dikenal
dalam ilmu hukum. Suatu analisis yuridis normatif pada dasarnya
menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai
pegangan utama, serta metode induktif sebagai tata kerja
penunjang.

Tahapan-tahapan analisis yuridis normatif meliputi:

a) Perumusan asas-asas hukum

b) Perumusan pengertian-pengertian hukum

c) Pembentukan standar-standar hukum dan Perumusan kaidah-
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kaidah hukum.3¢

1. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk
menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam penelitian.
Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang
dipergunakan adalah secara deduktif. Metode deduktif
dipergunakan dalam menarik kesimpulan dari data sekunder
yakni dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan
peraturan perundang-undangan vyang berlaku. Proses yang
terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah
konkretisasi yakni merumuskan hal-hal yang bersifat umum menjadi

hal- hal yang bersifat khusus.%?

%6 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur IImu Hukum, CV. Mandar
Maju, Bandung, 2000, Hlm 29

87 Amiruddin dan H. Zainal Asiki, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Crafind o, Jakarta, 2014, Hlm 163
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